BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR ./S. TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR MILIK PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa Pasar merupakan faktor penting dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan roda
perekonomian Daerah, sehingga perlu dikelola dengan
baik dan profesional agar menjadi sarana perdagangan
yang ramai, tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan
sehat;

bahwa hadirnya Pasar milik Pemerintah Daerah yang
tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat perlu
didayagunakan dan/atau dioptimalkan pemanfaatannya
agar dapat memperluas kesempatan berusaha serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam
melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan
kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka
peningkatan daya saing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pasar
Milik Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7030);

. Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7156);
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11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 277);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pedoman  Pengembangan, Penataan, dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pedoman  Pengembangan, Penataan, dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PASAR MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah . [~
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12.

13.

14.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta,
Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah, dapat berupa toko/kios, los dan pelataran yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah,
swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan
proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Pasar Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Pasar Daerah adalah Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola
Pemerintah Kabupaten.

Pengelolaan Pasar adalah suatu proses perencanaan,
pemanfaatan ruang pasar dan pengendalian pemanfaatan
ruang pasar untuk semua kepentingan secara terpadu,
berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras,
seimbang dan berkelanjutan, serta menjunjung
keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.
Izin Pemakaian Toko/Kios/Los yang selanjutnya disebut
Izin adalah izin memakai tempat berupa toko/kios/los
di area Pasar Daerah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten.

Surat Izin Pemakaian Toko/Kios/Los yang selanjutnya
disingkat  SIPT/SIPK/SIPL adalah surat izin yang
dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pasar kepada Pedagang untuk memakai
toko/kios/los di Pasar Daerah.

Kartu Penempatan Pedagang yang selanjutnya disingkat KPP
adalah kartu bukti penempatan Pedagang yang dikeluarkan
oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar
untuk para Pedagang pada toko/kios/los di dalam area
Pasar Daerah, untuk menempati Pasar baru atau Pasar hasil
revitalisasi sebelum SIPT/SIPK/SIPL dikeluarkan.

.Kartu Bukti Pedagang adalah kartu tanda pengenal yang

diberikan kepada semua Pedagang yang berjualan di
toko/kios/los/hamparan/pelataran di dalam area Pasar
Daerah.

Pedagang Pasar Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut Pedagang adalah setiap orang atau badan yang
melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di
Pasar Daerah.

Bangunan adalah seluruh bangunan gedung di area Pasar
beserta seluruh sarana dan prasarana yang tersedia yang
dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang
lainnya.

Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada Pasar
dan menghadap sisi luar Pasar yang diizinkan, dengan
fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang
dan/atau jasa.
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(1)

(2)

Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang
diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang
lain, mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang
sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan
barang dan/atau jasa.

Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang
diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa
dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan, atau tempat
berjualan dengan sekat, atau dibagi menjadi petak-petak
dan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
Pelataran adalah tempat berjualan secara insidental tanpa
dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tanpa
sekat dan berupa pelataran di area Pasar.

Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Daerah adalah
fasilitas milik daerah yang dipergunakan untuk sarana
penunjang kegiatan di Pasar Daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut
atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar bagi setiap orang
pribadi atau badan yang menjual barang dan jasa berupa
toko/kios/los/pelataran.

Pembangunan Kembali atau Revitalisasi adalah usaha untuk
melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan
prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas
pasar sebagai sarana perdagangan.

Pasar Daerah Baru adalah Pasar Daerah yang dibangun baru
dan bukan merupakan hasil revitalisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. kedudukan dan fungsi;
b. pengelolaan Pasar Daerah;
c. wewenang, tanggung jawab, tugas, hak, kewajiban dan
larangan;
tata tertib di dalam Pasar Daerah;
data dan informasi;
kerja sama;
pembinaan dan pengawasan; dan
peran serta masyarakat.
Ob_]ek pengaturan Pasar Daerah dalam Peraturan Bupati ini
terdiri dari Pasar Harian/Mingguan/Kalangan yang dibangun
dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
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BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasar Daerah merupakan fasilitas umum yang berkedudukan
di Kabupaten.

Pasal /"‘




Pasal 4

Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
mempunyai fungsi, meliputi:

a.
b.
&

d.

(1)
(2)

3)

(1)
(2)

(1)

sebagai pusat kekuatan ekonomi daerah;

meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
menyediakan sarana berdagang, terutama bagi pelaku
usaha mikro, kecil dan menengah;

menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari
perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga;
sebagai salah satu sarana pelestarian dan pengembangan
budaya lokal; dan

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengelolaan Pasar Daerah meliputi pengelolaan fisik dan
pengelolaan non fisik.
Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa pengelolaan bangunan dan sarana prasarana
penunjang, meliputi:
a. pelaksanaan operasional Pasar Daerah;
b. pengelolaan dan perlindungan aset serta pemanfaatan

dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Daerah;

c. pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta
pengembangan lahan dan bangunan; dan
d. pengelolaan fisik lainnya sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. perencanaan operasional dan pemasaran Pasar Daerah;

b. pendataan, penataan dan penempatan Pedagang;

c. pemungutan retribusi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

d. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban dan
pengamanan lingkungan Pasar Daerah;

e. pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan
pelayanan di Pasar Daerah;

f. koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi dan
pihak lain terkait pengelolaan Pasar Daerah; dan

g. pengelolaan non fisik lainnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal 7
Sarana dan prasarana penunjang Pasar Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
a. kantor pengelola;

b. pos/"




)

(1)
(2)

(1)

)

(3)

pos ukur ulang;
pos keamanan;
toilet;
ruang menyusui;
ruang kesehatan,;
ruang peribadatan;
sarana dan akses pemadam kebakaran;
tempat parkir;
tempat penampungan sampah sementara;
sarana pengolahan air limbah;
sarana air bersih;
. instalasi listrik;
sarana bagi penyandang disabilitas;
ruang terbuka hijau; dan
jalan dan/atau pintu darurat.
Disamping sarana dan prasarana penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pasar Daerah juga dapat dilengkapi
sarana dan prasarana lainnya berupa:
jaringan telekomunikasi;
space iklan;
alat penghubung (tangga/lift);
pos pelayanan terpadu;
pos pelayanan jasa;
rest area,
smoking area;
pusat informasi pasar;
genset; dan
ruang penitipan anak.
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Pasal 8
Waktu operasional Pasar Daerah dapat dilakukan dengan
kriteria harian dan/atau mingguan.
Waktu operasional Pasar Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi pengelolaan pasar.

Bagian Kedua
Pendataan, Penataan, dan Penempatan Pedagang

Pasal 9
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
pasar, melalui pendataan wajib menyusun database
Pedagang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah.
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
pasar menyusun Standar Operasional Prosedur Pendataan
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
Database Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit meliputi:
a. nomor register;
b. nama;
c. alamat;
d. Nomor Induk Kependudukan;
e. jenis komoditi yang diperdagangkan;
f. lokasi;
g. kategori: toko/kios/los/pelataran;
h. luasan: toko/kios/los/pelataran;

i. nomor /™.




(1)

(2)

i. nomor surat izin pemakaian toko/kios/los beserta
tanggal penerbitan dan masa berlaku; dan
j- Nomor Kartu Bukti Pedagang.

Pasal 10

Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan

memperhatikan:

a. asas proporsional dan keadilan; dan

b. zonasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan.

Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
pemetaan lokasi/survei;

b. penentuan zonasi dan  jenis komoditi  yang
diperdagangkan;

c. sosialisasi;

d. pengajuan permohonan izin pemakaian toko/kios/los/
pelataran;

e. pembagian toko/kios/los/pelataran;

f. serah terima pemakaian: toko/kios/los; dan

g. penyerahan SIPT/SIPK/SIPL, KPP dan Kartu Bukti
Pedagang.

Pasal 11

Pemetaan lokasi/survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf a, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan
tempat/lokasi, dan diformulasikan dalam bentuk denah.

(1)
(2)

3)

Pasal 12

Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf b, terdiri dari zona kering dan zona basah.

Zona kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelompokkan kedalam jenis komoditi antara lain:

elektronik;

pakaian, tekstil, alas kaki, alat jahit;

alat rumah tangga, alat pertanian, alat pertukangan;

bumbu dapur;

makanan, minuman, produk tembakau;

sembako;

jasa yang tidak memerlukan dan/atau menghasilkan air;

bahan kimia, farmasi dan kosmetik;

kertas, barang dari kertas, aneka plastik non alat

rumah tangga, alat tulis, barang cetakan, alat

olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;

j- barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;

k. barang lainnya dan barang bekas;

1. aksesoris/barang pribadi: kacamata, perhiasan, jam, tas,
dompet, ransel, perlengkapan sepeda motor dan
sejenisnya; dan

m. kuliner.

Zona basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelompokkan ke dalam jenis komoditi antara lain:

a. zona basah yang tidak memerlukan banyak air meliputi:
sayuran, buah-buahan, kembang, tahu-tempe, kelapa,
ikan asin, dan jasa yang tidak memerlukan dan/atau
menghasilkan air; dan
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(4)

(1)

(2)

(1)

)

b. zona basah yang memerlukan banyak air meliputi: ikan
segar, daging dan jasa yang memerlukan dan/atau
menghasilkan air.

Pengelompokan jenis komoditi dalam zonasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala

Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pasar.

Pasal 13
Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan informasi
kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada
calon Pedagang mengenai:
a. penetapan zonasi dan jenis komoditi yang
diperdagangkan;
b. mekanisme pendaftaran guna pengajuan permohonan
izin pemakaian toko/kios/los/pelataran; dan
c. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam
Pengelolaan Pasar.
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pasar
menginformasikan ketersediaan toko/kios/los kepada
masyarakat melalui sistem manual dan/atau elektronik.

Pasal 14

Pengajuan Permohonan Izin melalui sistem manual

dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh setiap orang atau badan

yang berminat menempati toko/kios/los.

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

diajukan oleh Pedagang/Pemakai lama ditujukan kepada

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pasar, dengan melampirkan:

a. surat permohonan izin untuk menempati toko/kios/los
(berlaku ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk
1 (satu) izin pemakaian toko/kios/los);

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu

Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;

fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli;

fotokopi Izin Pemakaian toko/kios/los, dengan

menunjukkan dokumen asli;

e. foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan izin pemakaian
toko/kios/los;

f. surat pernyataan bermaterai yang memuat kesediaan
untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang
telah ditetapkan; dan

g. surat pernyataan bermaterai yang memuat:

1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian
toko/kios/los di Pasar Daerah dan Peraturan
Perundang-Undangan;

2. kesediaan menjaga dan mempertahankan
keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan
Pasar Daerah dengan senantiasa menjaga taman dan
fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat
pembuangan sampah di pelataran toko/kios/los
yang digunakan sebagai tempat berjualan;

oo
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3. kesediaan tidak akan merubah, menambah,
membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur
bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar
pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi
bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia
untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Daerah;

4. kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar
Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam
ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan
Perundang-Undangan, paling lambat sebelum
Pedagang menerima SIPT/SIPK/SIPL baru;

5. kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana
prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
pasar;

6. kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai
waktu operasional Pasar Daerah; dan

7. kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak
melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit
3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara
berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin
tertulis Kepala Pengelola Pasar.

(3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diajukan oleh calon Pedagang baru ditujukan kepada
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
pasar, dengan melampirkan:

a.

oo

surat permohonan izin untuk menempati toko/kios/los

(berlaku ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk

1 (satu) izin pemakaian toko/kios/los);

fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu

Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;

fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli;

foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4

(empat) lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan izin

pemakaian toko/kios/los;

surat pernyataan bermaterai yang memuat kesediaan

untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang

telah ditetapkan;

surat pernyataan bermaterai yang memuat:

1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian
toko/kios/los di Pasar Daerah dan Peraturan
Perundang-Undangan,

2. kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan,
kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Daerah
dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas
lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan
sampah di pelataran toko/kios/los yang digunakan
sebagai tempat berjualan;

3. kesediaan tidak akan merubah, menambah,
membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur
bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar
pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi
bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia
untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Daerah;
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